BRAKOTIANA SATYA PRASA

LEMBARAN DAFRAH
KABUPATEN DAERAR TINCKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1986 SERI ¢ TWOMOR 1

PYRATURAN DAFRAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IXI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
PENAGIEAN PAJAK DAERAH, RETRTBUSI
DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA YANG
SAH DENGAN SURAT PAKSA
DEN CAN. RAKEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT TI SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan
ketentuan dalam Peraturan Dag
rah Kabupaten Daerah Tingkat-
IT Semarang yang méngatur ten
tang Pajak Daerah dan Retri
81 Daerah maka kapada wali
beyar Pajak Daerah dan Retyie
busi Daerah dan pungutan lein
nya yang lalai dan atau
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~sengaja tidak melaksanakan ke

' wajibannya, perlu  dilakukan

“ B

Mengingat : 1.
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penagihan dengan surat peksa;

‘Bahwa berhubung dengan itu di
pandang perlu memperlakukan -
secara mutatis mutandis Un-
dang-Undang Nomor 19 Tahun
1959 tentang penetapan Undang
Undang Darurat Nomor 27 Tahun
1957 tentang Psnagihen Pajlak
Negara dengan Surat Posksa se-
bagai Undang-Undang tersebut
dengen Peraturan Daerah XKabu-
paten Daerah Tingkat IT Sema-
rang.

Undang-Undang Nomor 5  Tabun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemg
rintahan di Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dae=~
rah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngahs

Undang-Undang Noror 11 / Drt.
Tahun 1957 tentang Peraturen
Umum Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 / Drt.
Talun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomoxr 19 Tahun
1959 tentang penetapan Undang
Undeng Darurat Nomor 27 Tahun

1957 tentang Penagihan Pajak

' Negara dengan Surat Paksa se- .

bagal ndang-Undang;
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6. Surat Edaran Mahkamah Agung

- tanggal 22 Januarli 1964 Nomor

2/19%& Perihal Penghapusan San
dera (gyzeling).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang,

MEMUTUSKX AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II SEVMARANG TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH, RETRIEU
SI DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA
YANG SAH DENCAN SURAT PAKSA,

Pagsal 1

Penagihan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang serta
pungutan lainnya yang sah dengan surat paksa
berlaku secara Mutandis Undang-Undang WNomor
19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Un-
dang Darurat Nomor 27 Tehun 1957 tentang Pe-
nagihan Pajek Negara dengan Surat Peksa seé-
bagai Undang-Undang dengan ketentuan kata -
kata '

a. Menterl Keuangan;
b. Negara;
c. Pajak Negara;

dibaca :

&, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;

b, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarsng;

¢. Pajek Daerah/Retribusi Daerah Kabupaten

- Daerah Tingkat JT Semarang dan punguten
Daerah lailnnya yang sah, ' '

L s e i ST




‘*.
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak di-
undangkan, .

Ungaran, 14 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGRKAT ITI SEMARANG
TINGKAT I¥ SEMARANG

KETUA,
cap. ttd, cap. tid,
ISMQJO HADISOEMARTO Drs. SARDJONO

Digyahkan dengan Surai Keputusan Gu~
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  Tengah
tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 973.33-1578.
Diundangikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Semarang tanggal 22 Pebrua
ri 1986 Seri ¢ Nomor 1 Tahun 1986.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,
cap. tid. .

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP, 500030937
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BAGIAN HUKUM -F
SEKRETARIAT WILAYAH DArT: & |
| RABUPATEN DATI I SEMAga . . |
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